
     

                      

WALIKOTA BANDA ACEH 
 

PERATURAN  WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR   301TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

SISTEM INFORMASI TATA RUANG 
KOTA BANDA ACEH 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang   :        a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, 
efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Banda Aceh khususnya pelayanan informasi tata 
ruang, maka perlu menyusun Standar Operasional 

Prosedur pelayanan informasi pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam 
suatu Peraturan Walikota;  
 

Mengingat 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

5.Undang……. 

SALINAN 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 704); 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda 

Aceh Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah 

dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 



Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR  SISTEM INFORMASI TATA 

RUANG KOTA BANDA ACEH. 
 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Banda Aceh. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

6. Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Tata 

Ruang yang selanjutnya disingkat SOP SIMTARU adalah 

penjelasan-penjelasan terhadap kegiatan   pengelolaan   

data   spasial   dan   non-spasial   yang   meliputi   

inventarisasi, verifikasi, validasi, klasifikasi, 

dokumentasi, dan pemutahiran, serta pengawasan data 

dan informasi termasuk monitoring, evaluasi dan 

pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Banda Aceh.  

 

 
Pasal 2 

 
Maksud penyusunan SOP SIMTARU adalah sebagai pedoman bagi 

pejabat di Dinas dalam melaksanakan pelayanan penerapan 

keterbukaan data dan informasi terkait implementasi Regulasi 

Penataan Ruang Kota Banda Aceh.  

 

 

 

Pasal …… 



Pasal 3 
 

Tujuan SOP SIMTARU adalah : 

a. menerapkan standar baku dalam melakukan kegiatan 

pengelolaan data dan informasi, baik spasial maupun non 

spasial terutama dalam hal jenis data yang dikumpulkan 

berikut tatacaranya; 

b. meningkatkan kualitas hasil pengelolaan data berbasis spasial 

yang dihasilkan oleh SIMTARU; 

c. meningkatkan kualitas output dari pengelolaan data dan 

informasi penataan ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang;  

d. memberikan acuan dan tata cara dalam pelayanan kepada 

masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi; dan 

e. sebagai indikator untuk mengukur sukses tidaknya suatu 

kegiatan operasional. 

 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP  
 

Pasal 4 

 
Ruang lingkup SOP Simtaru meliputi:  

a. SOP Pengumpulan, Penyimpanan dan Pemutakhiran data dan 

informasi;  

b. SOP Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang; dan 

c. SOP Monitoring dan Pelaporan. 

 

 
BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

 
Pasal 5 

 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP SIMTARU pada Dinas. 
 
 

 
Pasal 6 

 
SOP SIMTARU dan Bagan alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini.  

    

 

Bab …….…  



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Banda Aceh.  
 

Ditetapkan di Banda Aceh 

 
pada tanggal  8      Juni        2018 M 

                    23 Ramadhan  1439 H 

 
WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
     CAP/DTO 

 

AMINULLAH USMAN 
 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal  8       Juni       2018 M 

     23 Ramdhan   1439 H 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  BANDA ACEH, 
 

 CAP/DTO 
 
                   BAHAGIA 

 
BERITA  DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 30 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 


